
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11

ayat (f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonsia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 200 1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembenhrkan
Feraturan Ferurrdang-undangan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara

Republik krdonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, ta-a}<hir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2O22 tenta;:rg Fembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
I 2 Tahr:n 20 1 1 tentang Pembenhrkan Peraturan Perundang
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undangan (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (l-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan tembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a
fltambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah firmbaran Negara
Republik Indonesia Taht:n 2022 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahua 2021 tentang
Penyelenggaraan Peizinan Berusaha di Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebljakan
Otonomi Ktrusus Provinsi Papua firmbaran Negara Republik
Ledonesia Tahun 2021 Nomor 238);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah @erita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik krdonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21

Nomor 885);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah @erita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O1S Tentang pembentukan
Produk Hukum Daerah fBerita Negara Republik L:rdonesia
Tahun 2018 Nomor 15fl.

MtrMUTUSKAN:

Menetapkan
PERATURAN GUEIERNUR TEI{TANG ORGANISASI DAN TATA
KER.IA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Frovinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda ialah Sekretaris Daera-h

Provinsi Papua Tengah.
5. Dinas Penanaman Modal darr Pelayaaan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya

disingkat DPMPTSP adalah perangkat pemerintah daerah provinsi atau
pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggaratan urusan pemerintahan di bidang penan€rman modal yang
menjadi kewenangaa daerah.

6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Papua Tengah.

7. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas
Penaaamal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris, Jabatan Fungsional dan Kepala Sub Bagian.

8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanamal Moda,l
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua. Tengah.

9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural
10. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah

sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR, TUGAS, FUNGSI

DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagran Kesatu

BENTUK DAN NOMENKLATUR

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan r-rrusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berbentuk
Dinas.
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(2) Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu provinsi yaitu DpMprsp.

(3) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat
( i ) menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.

(41 Pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk unit
Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan
pemerintahal di bidang penanaman modal dan pelayaaan terpadu satu
pintu.

(21 Dalam melaksanakan tugas, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penan€rman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan eva-luasi dan pelaporan di bidang penarlaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelal<sanaan administrasi dinas di bidang pen€rnaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. pelaksanaan fungsi lain oleh Kepala Daerah di bidang penanamal modal

dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

Pasal 5

Ketentuan mengenai fungsi dan bagan Struktur Organisasi DPMPTSP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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(1) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas.

(21 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:

a. 1 (satu) Sekretariat; dan

b. Kelompok JF.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu)

subbagian dan kelompok JF.

(41 Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari
koordinator Kelompok JF dan kelompok JF.

(5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari kelompok JF
Penanaman Modal dan kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



BAB III
JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS

Pasal 6

(1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4)
terdiri dari jenis JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang
ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(21 Jenjang dan jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan
analisis beban kerja.

(3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi dan
tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

(41 Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan
fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

(5) Pada kelompok JF yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu
pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan
perizinan berusaha dan nonperizinan.

(6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas
menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan
nonperizinan.

(71 Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan perangkat
daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai
dengan bidangrrya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Sekretaris, Jabatan Fungsional dan Kepala Sub Bagian pada Dinas diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya,
sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(21 Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan
pengawasan bawahan masing-masing dan bila te{adi penyimpangan agar
mengambil tangkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(3) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengkoordinasikan bawahan
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan
tugas bawahan.

(41 Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan
pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan
tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi
lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut
untuk memberikan pembinaan kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(71 Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organisasi wqjib memberikan
bimbrngan kepada bawahan dan mengadakan rapa.t dinas berkala.

Pasal 10

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas,
Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat

setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Dinas bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

semua ketentuan yang mengatLlr mengenai kedudukan, susunan orgarfsasr,

pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata keq'a Dinas wajib mendasarkan dan

menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubenur ini.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada talggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2O22

ry. GUBERNUR PAPUATENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BEzuTA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 18

aslinya
HUKUM,

, SH, M.Si
199610 I 001P. 1
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LAMPIRAN PERTURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR :18TAHUN2022
TANGGAL : 18 NOVEMBER2O22

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL PEIIYANAN

TERPADU SATU PII.ITU PROVINSI PAPUA TENGAH

KI.]PALA DTNAS

SEK R ETAR IS

KCX)RDTNATOR JF DAN
KET-OMPOK JF

PENANAMAN MOT'AL

NIP

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

6.

dengan aslinya
HUKUM,

I, SH, M.Si
199610 l O01

STJBBAGIAN T-IMUT{

KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

KOORDINATOR JF DAN
KELOMPOK JF

PELAYANANTF-RPI\DIJ
SATU PINTU

('


